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BAB VI 

PENUTUP 

  Dalam  bab penutup,dari rangkaian penulisan sekripsi ini,penulis merumuskan 

beberapa pokok pemikiran sebagai suatu kesimpulan serta saran yang bermanfaat 

bagi  Peranan Lembaga Pemangku Adat dalam hal sebagai pihak kedua. 

6.1 Kesimpulan 

6.1.1 Hakim Perdamaian Antar Masyarakat 

   Dalam menyelesaikan masalah sengketa warisan tanah diKelurahan Mangulewa 

antara Yokobus Sawu Dhena dan Maria Mo’i  pertemuan ini dilakukan dilokasi 

yang menjadi objek sengketa dan menghadirkan tokoh adat dari kedua belah 

pihak yang bersengketa. Pihak kedua ( Lembaga Pemangku Adat) sebagai upaya 

penyelesaian dan pengendali konflik tanah dapat dilihat dari Peranan Lembaga 

Pemangku Adat (LPA) sebagai mediator perdamaian yang mempertemukan 

Kedua belah pihak Yokobus Sawu dhena (Sa’o Lengi  Jawa ) dan Maria Mo’i ( 

Waghe Ne’e Awe ) yang dihadiri oleh kedua anggota sa’o dan aparat kelurahan 

demi mencarai jalan keluar untuk menuju jalan perdamaian. 

6.1.2 Memperbaiki  Hukum Adat Yang Dilanggar Oleh Masyarakat 

   Ketua Lembaga Pemangku Adat Kelurahan Mangulewa  kembali  menegaskan 

kepada masyrakat mengenai proses penyelesaian masalah antara Yokobus Sawu 

Dhena dengan Maria Mo’i dalam hal ini pihak Maria Mo’i sudah tidak 

menghargai yang namanya “Kedhu Keri” (Mencabut Alang-Alang) ketika 

meninggal bapaknya atau ibunya yang menunjukan status hak warisan. Hal ini 

ditegaskan kepada seluruh elemen masyarakat melalui “po robha na’u 
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maru”seruan oleh orang tua atau kepala suku untuk disampaikan kepada seluruh 

anggotanya agar tidak terulang lagi hal-hal seperti demikian.Juga diacara 

perkawinan,reba,kematiandan kelahiran hal ini terus didengungkan kepada 

kalangan orang mudah yang dimana sedikit orang saja yang paham betul 

mengenai adat istiadat Mangulewa. 

6.1.3 Memutuskan dan menetapkan peraturan hukum adat sebagai 

landasan kehidupan masyarakat.  

Pada tataran ini Lembaga Pemangku Adat Mangulewa memutuskan bahwa 

yang namanya perkawinan sesuai adat dimana laki-laki membelis perempuan 

untuk tinggal disa’o (Rumah Adatnya)  dan setelah kematian ia dikuburkan 

dirumah sang suami dan tidak ada yang datang untuk “ Mo tobo” melarang agar 

tidak boleh kubur dirumah/sa’o (rumah adat) suaminya, maka anaknya adalah 

pewaris dalam rumah adat tersebut.Kemudian berkaitan dengan upacara 

“Tege”(naikan) itu berlaku kecuali didalam rumah adat keturunan buntuh (dhobo) 

dan juga tidak bisa dari saka pu’u langsung ke saka lobo melainkan saka pu’u dan 

saka lobo memiliki otonomi masing-masing . 

6.2 SARAN 

1. Sengketa warisan tanah antara pihak Yokobus Sawu Dhena dan Maria Mo’i 

walaupun sudah ada penyelesaian di tingkat Lembaga Pemangku  Adat 

bahkan sudah ada keputusan dari Mahkamah Agung tetap saja pihak Maria 

Mo’i tidak merasa puas dengan putusan yang ada. Seharusnya saudari Maria 

Mo’i menerima keputusan yang sudah dibuat bersama Lembaga Pemangku 
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Adat dan juga pihak Pengadilan Tinggi Negeri Bajawa karena secara aturan 

adat sudah tidak dapat dibenarkan mengenai tindakan yang diperbuat. 

2. Upaya penyelesaian sengketa ini setelah ada keputusan resmi dari Lembaga 

Pemangku Adat  dan juga Mahkamah Agung maka pihak LPA serta aparat 

kelurahan diharapkan untuk tetap membangun komunikasi  baik agar dapat 

tercipta suasana yang harmonis antara kedua belah pihak pasca berkonflik. 

3. Perlu Adanya sanksi adat yang tegas bagi pihak yang bersengketa yang 

melanggar sumpah adat.  
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